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ABSTRAK : bahwa Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 

Nomor 42/HK.03.1-Kpt/15/Sek-Prov/II/2019 tentang Standar Operasional 

Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Jambi sudah tidak sesuai dengan perkembangan prosedur 

yang ada sehingga perlu diganti; 

 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang  Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 786); 



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  8 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata 

Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 1505); 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata 

Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736); 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana 

telah diubah dengan   Peraturan Menteri Keuangan Nomor  

114/PMK.05/2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas 

Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 986); 

Dalam Keputusan KPU Nomor 49 Tahun 2022 diatur tentang : 

Menetapkan KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI JAMBI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILHAN UMUM PROVINSI JAMBI. 

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2022. 

- Lampiran 10 Halaman. 
 

 

 

 


